
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2015 NOMOR { SER| F NOMOR 34A

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2015 disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Samosir;
bahwa Besaran Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan dari alokasi
yang dianggarkan pada APBD lnduk Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015',
bahwa untuk efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan pergeseran anggaran
antar objek belanja dan antar rincian objek belanja dalam jenis belanja
berkenaan sebagaimana ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 29
Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Q15,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42BO)',
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Frovinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4346);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4400),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4421)',
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
50a9);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587);

l0.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 56);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4028),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a090),

13. Peraturan Pemerirtah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penruakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4712),

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575)',

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4576),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577)',

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 140, rambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4578),

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4741):

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
51 65;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1gg7 tentang
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah;

21 Peraturan Menteri



22.

Peraturan Meirteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapakali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015',
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 f ahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran
Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132 Seri D Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2007)',
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014 Nomor 32 Seri A
Nomor 39);
Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
(Berita Daerah Kabupaten samosir Tahun 204 Nomor 33 Seri F Nomor
326) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Samosir
Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Samosir
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten
Samosir Tahun 2015 Nomor 1 Seri F Nomor 335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
BUPATI SAMOSIR NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PEI{JABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 201 5.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun
2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut :

21.

23.

24.

25.

26.

1.1 Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah.
b. Dana Perimbangan sejum1ah...............
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Sejumlah.

Jumlah Pendapatan............

2.1 Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1)Belanja Pegawai
2)Belanja Hibah.
3)Belanja Bantuan Sosial.
4)Belanja Bagi Hasil
5)Belanja Bantuan Keuangan
6) Belanja Tidak Terduga.

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp. 26.595.698.205,00
Rp. 525.292.7 12.487,00

Rp. 'l12 360.827 153,00

Rp. 664.2 49.237 .845,00

Rp. 302.939 307.192,00
Rp. 12.465.600.000,00
Rp. 2.850.000.000,00
Rp. 1.077.556.000,00
Rp. 59.248.931.000,00
Rp. 1.000 000.000,00

Rp. 379.581.394.1 92,00



b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai.
2) Belanja Barang dan Jasa.
3) Belanja Modal.

Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)

3.1 Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan........
b. Pengeluaran....

20.877 .232.950,00
143.037 .526.894,00
160.024.439.889,00

Rp. 323.939.1 99.733,00
Rp. 703. 520.593.925,00

Rp. 99.912.608.080,00
Rp. 60.641.252.000,00

Rp.
Rp.
Rp.

3

4.

(Rp. 39.271.356.080,00)

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 39.271.356.080,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rp. 00,00

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Point 1

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam point 1 dirinci lebih

lanjut dalam Lampiran ll yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati samosir ini.
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ll
Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 2015

ARIS DA KABUPATEN,

lr. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MADYA
NtP. 19570622 198603 1 005
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